SALATIGA

L

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2003 SER! C

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUS|I SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan
Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan
kelancaran pemberian Zin dibidang
perdagangan dan berdasarkan pelimpahan
kewenangan yang telah ditetapkan maka periu
menetapkan Retribusi Surat lzin  Usaha
Perdagangan (SIUP) ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a
diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah ;

Mengingat 1. Undang-undang fentang Penyaluran
Perusahaan 1934 =tau Bedrijfsreglementenngs
Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) .



Undang-undang Nemor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat ;

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1855
tentang Pengawasan, Pemindahan, dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran
Negara Tahun 1555 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 101 Tahun 1904
(Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692) ;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nemeor 3209) ;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3214) ;

Undang-undang Nomeor 25 Tahun 1892 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 3502) ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun
1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3587) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecll (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomeor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3611).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara 3685 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000

o
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T2,

13.

14.

15.

Nomor 246, Tambahan Lembaran MNegara
Nomar 4048 )

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komeaditi (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 3720) ,
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1989 tentang
Penmbangan Keuangan antara Pemenntah
Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 ),

Peraturan Pemenntah Nomor 1 Tahun 1957
tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
1957(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1967) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977
tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun
1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3113) sebagaimana lelah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemenntah
Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat |l Salatiga dan Kabupaten
Daerah Tingkat || Semarang (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomeor 114, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3500) ;
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17.

18.

19.

20,

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang  Kewenangan Pemerntah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) -
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah  dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomaor 70 );

Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan
Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor
279/Kp/VII/B0 dan Nomor 395/KMK 04/1980
tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) pada Surat lzin Usaha
Perdagangan :

Keputusan Menten Perindustnan dan
Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001
lentang Ketentuan Standar Pemberian Surat
lzin Usaha Perdagangan (SIUP) ;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun
2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2001 Nomor 16 ) ;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun
2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan
Kota Salatiga Tahun 2002 — 2006( Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 1)



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAERAH KOTA  SALATIGA

TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan,

a
b
C

d

Daerah adalah Daerah Kota Salatiga |

Walikota adalah Walikota Salatiga |

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah
Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah |

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota
Salatiga,

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemernintan
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Miik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan
atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk
\IUsaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.



Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tedentu
guna melindungl kepentingan umum dan menjaga kelestaran
lingkungan,

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraluran perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan
pemotong retribusi tertentu;

Surat |zin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan
SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha
perdagangan ;

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang
dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak
atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan dan
kompensasi ;

Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang
melaksanakan kegiatan pemiagaan atau perdagangan secara
terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau
laba;

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap
jenis usaha yang bersifat tetap atau terus menerus dan yang
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara
Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau
laba ;

Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit
atau bagian dari perusahaan induknya/pusatnya yang dapat
berkedudukan di tempal yang berlainan dan dapat bersifat berdiri
sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari
perusahaan induknya/ pusatnya ;

Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak
mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu
kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang
yang diberikan ;

§



Parwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang
diberi kewenangan berindak untuk mewakili kantor pusat
perusahaan dan bukan merupakan bagian dan kantor pusat ;
Pendaftaran ulang adalah pendaflaran kembali SIUP yang telan
berakhir masa berlakunya untuk memperoleh SIUP baru |
Pembaharuan SIUP adalah penerbitan SIUP baru sebagai
penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini untuk menggantikan
TDUP atau SIUP yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya
Peraturan Daerah ini ;

Penggantian SIUP adalah penerbitan SIUP baru sebagai
pengganti SILUP yang telah diterbitkan karena hilang atau rusak |
Pembekuan SIUP adalah penghentian sementara seluruh
kegiatan perusahaan dibidang perdagangan ,

Penutupan perusahaan adalah perusahaan yang telah
menghentikan segala kegiatan usahanya ,

Kekayaan bersih (netto) adalah hak milik perusahaan atas
kekayaan (aktiva) perusahaan yang besarnya diperoleh dan
selisih antara aktiva dengan hutang (pasiva) perusahaan ;

Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat dengan
HAKI adalah suatu ketentuan yang menurut nama-nama dan
standar perindungan bagi karya intelekitual manusia serta
pelaksanaan penegakan hukum yang antara lain meliputi Hak
Cipta, Hak Paten dan Hak Merk ;

Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumiah
retribusi yang terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda

Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besamya retribusi
yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retnbusi
bunga , kekurangan pembayaran maupurn sanksi
administrasinya ;

Pembayaran Retnbusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang
harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan
STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan
batas wakiu yang telah ditentukan ;



aa Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkalan kegiatan
pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian
sural penngatan, surat teguran agar yang bersangkutan
melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai
dengan jumiah retribusi yang terutang,

bb Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yana selanjutnya
disebut penyidik , untuk mencari seria mengumpulkan bukti , yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
perizinan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya :

cc Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau
untuk dibebaskan dar suatu perikatan dengan lewatnya waktu
tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh Undang Undang.

dd Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang
ditentukan oleh Pemerintah Kota salatiga

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah
pelayanan jasa kepada umum untuk pemberian Surat lzin Usaha
Perdagangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah kegiatan dibidang usaha perdagangan / jasa.
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
Surat Izin Usaha Perdagangan,



BAB {l|
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini
termasuk Retribusi Perizinan tertentu .

BAB IV
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUF)
Pasal 6

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan
wajib memperoleh Surat |zin Usaha Perdagangan (SIUP)

(2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1 ) Pasal ini terdin :

a. SIUP Kecll
b. SIUP Menengah
¢c. SIUP Besar

(3) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) Pasal in
diberikan kepada Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih
seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta
rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha,

(4) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2)
Pasal ini diberikan kepada Perusahaan dengan modal dan
kekayaan bersih seluruhnya diatas  Rp. 200.000.000,00 (Dua
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus
juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha,.

(5) SIUP Besar sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) Pasal
ini diberikan kepada Perusahaan dengan modal dan kekayaan
bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta
rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

W



BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada frekuensi jenis
pelayanan yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
Prnsip penetapan tarif Retribusi Surat lzin Usaha Perdagangan
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan, peningkatan pelayanan, pengawasan dan
pengendalian .

Pasal §

Index Investasi, index Lokas| Jalan, Index Luas Ruangan dan tarif
Ruangan serta tarif dasar ditetapkan sebagai berikut :

a. INDEX INVESTASI

NO | GOL. USAHA INVESTAS| INDEX
= PRl 3 s/d 50 juta 1
2. |PK. 2 > 50 juta s/d 200 juta 2
3. | PM > 200 juta s/d 500 juta 3
4. |PB.1 > 500 juta s/d 1 milyard 4
5. |PB.2 | > 1 Milyard 5
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b. INDEX LOKASI JALAN

NO KELAS JALAN INDEX |
¥ x 3
2 [ 2
3. 1l 1

c. INDEX LUAS RUANGAN

NO | KATAGORI LUAS RUANGAN INDEX ‘
RUANGAN
1. | 1 m2 s/d 100 m2 1 ‘
2. Il > 100 m2 sid 250 m2 2
3. il ~ 250 m2 s/d 500 m2 3 ,
4 1Y . 500 m2 sid 1000 m2 4
5. Vv - 1000 m2 sid 5000 m2 5 |
6. Vi . 5000 m2 6 |
d. TARIF RUANGAN : Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

e. TARIF DASAR : Rp. 38.500,-( tiga puluh delapan ribu
: lima ratus rupiah )

Pasal 10

(1) Besarmnya Retribusi penerbitan SIUP ditetapkan berdasarkan
rumus :

Tarif Dasar +( Index Investasi x Index Lokasi Jalan x Index Luas
Ruangan x Tarif Ruangan )

(2) Besamnya Retribusi perubahan, pengaantian, pembaharuan dan
ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh prosen) dar besarnya
retribusi penerbitan.

(3) Besamya Retribusi Pendaftaran cabang perusahaan atau
perwakilan perusahaan yang merupakan bagian perusahaan
pusat ditetapkan sama dengan penerbitan SIUP.



(4) Pengaturan lebih lanjut terhadap besarnya retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan
dengan Keputusan Walikota

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan |
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang di persamakan .
Fasal 12

Retribusi terutang dipungut di Daerah .

BAB Vil
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retnbusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Walikota menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran retribusi terutang paling lama 30 ( tiga puluh ) hari
setelah saat terutang.



2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain
yang ditunjuk sesua wakiu yang ditentukan dengan
menagunakanSKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan

3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk .
maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam wakiu yang
ditentukan oleh Walikota.

Pasal 15

1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai .

2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membenkan ijin kepada
wajib retribusi untuk mengangsur dan atau menunda Retribus
yang terutang dalam jangka wakiu terentu dengan alasan yang
dapat dipertanggung jawabkan .

(3) Tata cara pembayaran retnbusi sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini akan diatur lebih lanjul dengan Keputusan Walikota

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasall 15
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran

(2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh
Walikota,

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal
tindakan melaksanakan retribusi penagihan dikeluarkan setelah 7
( tujuh ) har sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) har setelah dikeluarkannya Surat
Teguran atau Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi
Retribusi yang terhutang .
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(3) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Fasal ini ditetapkan oleh Walikota

BAB Xl
TATA CARA PENGURANGAN , KERINGANAN DAN
PEMBEEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi ,

(2] Tala Cara pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan
retibusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

BAE Xl
KEWENANGAN PEMBERIAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 19
(1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Walikota.

(2} Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

dapat dilimpahkan dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota

Pasal 20

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili)
perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
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FPasal 21

SIUP tidak diberikan kepada

a Warga Negara Asing (WNA),

b Perusahaan asing yang melakukan usaha terdentu yang tertutup
untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal
Dalam Negern (FMDN)

Pasal 22

(1) Perusahaan yang dibebaskan dar kewajiban memperoleh SIUP
adalah:

a. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan
hukum atau persekutuan, diurus, dijalankan atau dikelola
sendirl ocleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota
keluarganyalkerabat terdekat,

b. Pedagang keliling, pedagang ascngan, pedagang kaki lima
atau pedagang pingagir jalan.

c. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan
kegiatan usaha perdagangan mengqunakan SIUP perusahaan
pusat.

(2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang

bersangkutan. _

Pasal 23

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP, wajib
mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai
ketentuan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (WDP).



BAB XIl
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN DAN MASA
BERLAKUNYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 24

Tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP bagi Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 25

Masa berlakunya S5IUP adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui
selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan
usaha perdagangan.

BAB XIV
PERUBAHAN, PENYESUAIAN ATAU PENGGANTIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 26

(1) Perusahaan vyang telah memiliki SIUP wajib mengajukan
perubahan, penyesuaian atau penggantian SIUP apabila terjadi:
a. Perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat
kantor perusahaan, nama  pemilik/penanggungjawab
perusahaan, alamal pemilik/penanggungjawab perusahaan,
NPWP, bidang usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama.

b. Perubahan modal dan kekayaan bersih baik karena
peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akia
perubahan dan atau neraca perusahaan, yang mengakibatkan
lidak sesuainya modal dan kekayaan bersih perusahaan yang
sebenarnya dengan klasifikasi SIUP yang dimiliki.

c. SIUP hilang dan atau rusak/tidak terbaca.

d. Perusahaan yang bukan merupakan bagian dar kantor pusat
yang telah memperoleh SIUP sebelum diunjuk sebagai
perwakilan perusahaan
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(2) Tata Cara perubahan, penyesuaian atau penggantian SIUP bag
Perusahaan sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Walikola

BAB XV
PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN
DAN PELAPORAN

Pasal 27

(1) Perusahaan pemegang SIUFP yang akan membuka Kantor
Cabang/perwakilan perusahaan, wajib melaporkan secara teriulis
kepada  Walikota/Bupati ditempat  kedudukan  Kantor
Cabang/Perwakilan Perusahaan.

(2) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dan Kantor Pusat,
yang ditunjuk sebagal Perwakilan Perusahaan wajib melaporkan
secara tertulis kepada Walikota/Bupati ditempat kedudukan
Kantor Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Perusahaan yang dibebaskan dan kewajiban menyampaikan
laporan adalah perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal
dan kekayaan bersih dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).

(2) Perusahaan pemegang SIUP Kecil wajib menyampaikan laporan
mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota setiap 1 (satu)
tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januar tahun
berikutnya.

(3) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan SIUP Besar wajib
menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada
Walikota sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun sebagai berikut :

a. Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli.
b. Semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggat 31
Januari tahun berikutnya.



Fasal 29

T'ata cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan 28
Peraturan Daerah ini  akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Walikota

Fasal 30

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan
data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-
waktu oleh Menten alau Walikota atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB XVi
PENUTUPAN PERUSAHAAN

Pasal 31

(1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan
usaha perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau
menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis
kepada Walikols .

(2) Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
ditenimanya laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
wajib mengeluarkan Keputusan penutupan perusahaan.

(3) Perusahaan  yang telah ditutup usahanya sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, apabila akan melakukan
kegiatan usaha perdagangan lagi, wajib mengajukan permohonan
SIUP baru.



BAB XV
LARANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 32

(1) Pemegang SIUP dilarang :

a Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesual dengan bidang
usaha

b Melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI).

¢ Melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka komoditi, kecuall
apabila telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

(2} Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberkan peringatan
secara tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut
dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan

Pasal 33

(1} SIUP dapal dibekukan apabila Pemegang SIUP :

a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Pasal 32 Peraturan Daerah ini.

b. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan
konsurmen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan
usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum
dalam SIUP yang telah diperoleh.

c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa
melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak
pidana lainnya.

(2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan,
perusahan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha
perdagangan.
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(3) Jangka waktu pembekuan SIUF bagl perusahaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b ayat (1) Pasal ini berlaku selama 6
(enam) bulan  terhiung sejak  dikeluarkan  penetapan
pembekuan SIUP,

(4) Jangka wak!" pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ ayat (1) berdaku sampal dengan adanya
keputusan Badan Peradilan yang tefah berkekuatan Hukum tetap.

(5) SIUFP yang telah dibekukan dapal diberlakukan kembali apabila
perusahaan yang bersangkutan :

a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan
dan melaksanakan kewajibannya sesual dengan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini .

b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan
atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan
Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(6) Pembekuan SIUP dilakukan oleh pejabat yang berwenang
menerbitkan SIUP

Pasal 34

(1) SIUP dapat dicabut apabila :

a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang
tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan
atau tidak sesuai ketentuan dalam ayat (3), (4) dan (5) Pasal
6 Peraturan Daerah ini.

b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan
setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana
dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini.

¢. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman
pelanggaran HAKI dan atau tindak pidana sesuai Keputusan
Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh pejabat yang berwenang
menerbitkan SIUP.



Pasal 35

(1) Perusahaan yang telah dicabut SIUPnya, dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Wallkola selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) han kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) han kera terhitung sejak
diterimanya permohonan keberatan, Walikota dapat menenma
atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai
dengan alasan-alasan.

(3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah
dicabut diterbitkan kembali.

Pasal 36

Tata cara pembekuan dan pencabutan SIUP akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Walkota

BAB XVII
KETENTUAN LAIN

Pasal 37

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang
memiliki kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa,
Fenjualan Berjenjang (Multi Level Marketing/MLM), Penjualan
Minuman Beralkohol dan Pasar Modern, penzinannya diatur tersendin

BAB XIX
SANKS| ADMINISTRASI
Pasal 38

Dalam hal waijib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .



BAB XX
KETENTUAN PHIANA

Pasal 39

(1) Waijib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,-
( satu juta ima ratus ribu rupiah )

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
pelanggaran.

BAB XXI
FPENYIDIKAN

Fasal 40

(1) Pejabat Pegawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Dinas
Ferindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. dalam
melaksanakan wewenangnya berpedoman pada ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XXI|
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Perusahaan yang telah memiliki Surat |zin Usaha Perdagangan
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan
permohonan pembaharuan dalam jangka waklu 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini

(2) Perusahaan yang sudah mengajukan permohonan Surat lzin
Usaha Perdagangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini
wajib mengajukan kembali permohonan baru sesuai ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan
yang tidak memenuhi kewajiban Sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, dan akan diberiakukan sebagai pemohon baru.

BAB XXliil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.



Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Pebruar 2003

WALIKOTA SALATIGA,
Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Pebruar 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
Cap TTD
SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 13
SERI C

- . Sesuai dengan aslinya :
E.EFAL:A BAGIN HUKUM DAN ORTALA

.-:'.” - SETDAROTASALATIGA
Lo SE uw‘/w@%ﬁ

\n\ \-— —NIKEN UIDIASTUTL, S ,é

~ Pembina

-;;&_?: S, 7= NIP. 500 079 490




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai implementasi Undang-undang Nomor
22 Tahun 1998 tentang Pemernintahan Daerah dan Peraturan
Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Femerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas,
nyata dan bertanggungjawab. pembiayaan pemerintahan dan
pembangunan daerah yang berasal dar pendapatan asli
daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah periu
ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat
terwujud.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dilakukan
dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan
penambahan jenis retribusi serta keleluasaan bagi Daerah untuk
menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor
retibusi daerah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan pada umumnya
dan izin usaha perdagangan pada khususnya, dimaksudkan
untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan agar terwujud kelancaran dan ketertiban periu
mengatur pembenan Surat ljin Usaha Perdagangan yang
berpedoman kepada Keputusan Menten Penndustrian dan
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Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan
Standar pembenan surat izin usaha Perdagangan

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud diatas perlu mengatur Surat ljin Usaha Perdagangan
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal1sd7

Pasal 8

Pasal §

Pasal 11 ayat (1)

Pasal 11 ayat (2)

Pasal 12 sd 16

: Cukup jelas

. Bahwa prinsip dan sasaran dalam

penelapan besarnya retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan izin yang bersangkutan

. Cukup jelas

. Yang dimaksud tidak dapat ibarongkan

adalah semua proses kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat
diserahkan kepada Pihak Ketiga.

- Yang dimaksud dokumen lain yang

dipersamakan adalah Surat
Pemberitahuan, Surat Peringatan, Surat
Ketetapan yang disampaikan kepada
Waijib Retribusi

: Cukup jelas



Pasal 17 ayat (1) : Jatuh tempo pembayaran adalah batas
wakiu, tanggal yangditentukan bagi wajib
retribusi melunasi kewajiban retribusinya
dan disebutkan dalam SKRD.

Pasa 17 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 18s.d43 . Cukupjelas
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